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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan mengenai sanksi 

terhadap pelaku pelanggar Sasi Laut dalam masyarakat hukum adat suku 

Alifuru di Desa Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, 

Provinsi Maluku, sebagai berikut. Dalam masyarakat hukum adat suku Alifuru 

di Desa Ameth, pelanggaran terhadap Sasi Laut menimbulkan konsekuensi 

serius yang diatur oleh norma-norma adat setempat. Sanksi yang diterapkan 

terhadap pelaku pelanggar Sasi Laut tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga 

mencakup aspek kerja sosial dan pemulihan keseimbangan ekosistem. 

Keputusan mengenai sanksi diambil melalui musyawarah bersama masyarakat, 

mencerminkan partisipasi dan konsensus dalam menjaga keberlanjutan sumber 

daya laut dan memelihara harmoni sosial. Sistem sanksi ini tidak hanya 

bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memastikan 

pemulihan keseimbangan alam. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam 

proses pengambilan keputusan menunjukkan pentingnya partisipasi dan 

kearifan lokal dalam menjalankan sistem hukum adat, khususnya terkait 

dengan pengelolaan sumber daya alam. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk 

mendukung keberlanjutan pelaksanaan Sasi Laut dalam masyarakat hukum 

adat suku Alifuru di Desa Ameth: 

1. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat terkait pentingnya Sasi Laut sebagai instrumen perlindungan 

dan keberlanjutan sumber daya laut. Kampanye edukasi dan dialog 

partisipatif dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan ini. 

2. Mengadakan pelatihan dan pendidikan hukum adat oleh pemerintah desa 

kepada anggota masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki 

pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai, prosedur, dan 

hukuman adat terkait dengan Sasi Laut. 

3. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah 

dan organisasi non-pemerintah, untuk mendukung implementasi dan 

pemantauan Sasi Laut. Kolaborasi ini dapat memperluas dukungan sumber 

daya dan pengetahuan yang dibutuhkan. 

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Sasi Laut dalam 

masyarakat hukum adat suku Alifuru di Desa Ameth dapat terus menjadi 

instrumen yang efektif dalam melestarikan sumber daya laut dan memelihara 

keadilan sosial. 
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